GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

RANCANGAN

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 28 TAHUN 2017
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN
2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Hak Keuangan dan Administratif

Mengingat

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 7
Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu dilakukan
penyesuaian dan penataan kembali;

. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dimaksud terkait

dengan pendelegasian penetapan besaran penghasilan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat yaitu pada Tunjangan Perumahan dan Tunjangan
Transportasi;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 28
Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak  Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah



10.

11.

12.

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tetang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5589);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa
Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6809);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Kabupaten dan Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi
Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



Menetapkan :

13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan

dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 28) yang telah diubah
beberapa kali dengan :

a.

Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor ...);

Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 2);

Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 Nomor 7).

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 9

(1) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

huruf j diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD
sepanjang Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah
negara.

(2) Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah :

a. Wakil Ketua DPRD Rpl17.667.000,- (tujuh belas juta enam
ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) per bulan.

b. Anggota DPRD Rp15.755.000,- (lima belas juta tujuh ratus
lima puluh lima ribu rupiah) per bulan

(3) Pembayaran Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan dalam bentuk uang terhitung mulai tanggal
pengucapan sumpah /janji.



(4) Apabila Pemerintah Daerah telah dapat menyediakan rumah
negara, maka pembayaran tunjangan perumahan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD dihentikan.

2. Ketentuan Ayat (5) dan ayat (6) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan
kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, kepada yang
bersangkutan diberikan tunjangan transportasi.Dalam rangka
menunjang tugas pokok dan fungsi Anggota DPRD diberikan
tunjangan transportasi.

(2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan,
kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai
dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku
untuk
standar kendaraan dinas jabatan, tidak termasuk biaya
perawatan
dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.

(4) Pemberian tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dengan ketentuan:

a. untuk sewa kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD
disesuaikan dengan standar sewa kendaraan sebagai
berikut:

1) Ketua DPRD, disesuaikan dengan jenis kendaraan sedan
atau jeep kapasitas/isi silinder maksimal 2.700 cc; dan

2) Wakil Ketua DPRD, disesuaikan dengan jenis kendaraan
sedan atau minibus kapasitas/isi silinder maksimal
2.500 cc.

b. untuk sewa kendaraan dinas jabatan Anggota DPRD
disesuaikan dengan standar sewa kendaraan sebagai
berikut:

1) Jenis kendaraan sedan atau minibus (bensin) dengan
kapasitas/isi silinder maksimal 2.000 cc; dan

2) Jenis kendaraan minibus (solar) dengan kapasitas/isi
silinder maksimal 2.500 cc

(5) Besarnya tujangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) adalah sebesar Rp22.400.000,- (dua puluh dua juta empat
ratus ribu rupiah) per bulan.



(6) Tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan dalam bentuk
uang terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

HASSANUDIN

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025 NOMOR............



